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ABSTRAK 
Zuffar Ikhsan Pratama 8105162317, Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
lembaga penyiaran publik (LPP), Kantor pusat TVRI bagian Keuangan, sub bagian 
perpajakan. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, 2019. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu program bagi mahasiwa untuk dapat 
mengaplikasikan teori dan ilmu selama perkuliahan dalam dunia kerja secara nyata. 
PKL memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa berupa wawasan baru serta 
pengalaman baru bagi mahasiswa mengenai lingkungan kerja yang sebenarnya. PKL 
dilakukan selama kurang lebih 25 hari pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP) 
Jl. Gerbang Pemuda No. 8 Gelora,Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai tanggal 11 
Februari 2019 s.d. 15 Maret 2019. Selama kegiatan PKL, Praktikan ditempatkan pada 
Pengurusan Pengisian pajak penghasilan pegawai, di Sub Bagian Perpajakan LPP 
TVRI Jakarta pusat. Selama melaksanakan kegiatan PKL, Praktikan melaksanakan 
beberapa tugas yang diberikan seperti memeriksa form Surat pemberitahuan tahunan 
pada pegawai LPP TVRI, dan melaporkan SPT tahunan pegawai, lalu mencetak form 
SPT tersebut.  
Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan (PKL), LPP TVRI Jakarta Pusat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang PKL  
Sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, Perguruan tinggi 
tidak hanya memberikan ilmu berupa teori saja, namun juga memberikan 
kesempatan bagi mahasiswanya untuk mengasah keterampilan mereka.  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan tempat dimana mahasiswa 
dapat mengembangkan keterampilan, softskill, dan profesionalitas dalam dunia 
kerja, selain itu dengan PKL juga mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah 
di pelajari di perkuliahan. Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk 
dapat bekerjasama, aktif, berkomunikasi dengan karyawan, serta tanggap 
terhadap permasalahan yang terjadi di perusahaan. 
Untuk itu, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mewajibkan 
setiap mahasiswanya melaksanakan PKL di instansi pemerintah atau 
perusahaan swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 
menyelesaikan pendidikan Strata I Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri 
Jakarta. Melalui praktik kerja ini, mahasiswa dituntut untuk dapat 
mengaplikasikan ilmu yang telah mereka pelajari di perkuliahan kedalam 
lingkungan kerja yang sebenarnya. Serta mendapatkan kesempatan untuk 
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mengembangkan cara berpikir, dan bersikap kritis dalam menghadapi 
permasalahan yang terjadi. 
PKL ini dilaksanakan oleh praktikan di Lembaga Penyiaran Publik 
Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Jakarta Pusat. Kegiatan PKL ini 
dilakukan guna memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dan sebagai salah satu syarat kelulusan di Program Studi S1 Pendidikan 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL  
Dilaksanakannya kegiatan PKL, tentu memiliki maksud dan tujuan 
tertentu. Adapun maksud dari kegiatan PKL yaitu ; 
1. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan sebagai salah satu syarat 
kelulusan pada program studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakulltas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta   
2. Memberikan gambaran umum dan pengalaman kepada mahasiswa 
mengenai dunia kerja secara nyata 
3. Memantapkan keterampilan praktikan yang telah diperoleh di bangku 
perkuliahan 
4. Menerapkan teori – teori yang telah diperoleh praktikan selama masa 
perkuliahan 
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Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL yaitu; 
1. Meningkatkan kemampuan berfikir kritis praktikan dalam menghadapi 
permasalahan yang terjadi di perusahaan 
2. Meningkatkan disiplin, rasa tanggung jawab dan profesionalitas dalam 
bekerja sehingga menambah pengalaman dan persiapan untuk terjun ke 
dunia kerja yang sebenarnya 
3. Membina dan meningkatan kerjasama antara Fakultas Ekonomi UNJ 
dengan LPP TVRI Jakarta Pusat 
 
C. Kegunaan PKL 
 Kegiatan PKL yang telah dilaksanakan tentunya banyak memberikan 
manfaat dan kegunaan, baik untuk praktikan sendiri, Universitas Negeri 
Jakarta, dan LPP TVRI sebagai instansi tempat praktik, Adapun kegunaan PKL 
antara lain; 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Melatih tanggung jawab dan mentalitas di dunia kerja 
b. Menambah wawasan khususnya di bidang perpajakan, sehingga 
menambah keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan 
c. Menambah pengalaman baru yang selama ini tidak di dapatkan 
selama perkuliahan 
d. Menumbuhkan pola fikir positif dalam menghadapi masalah dan 
mampu berinterkasi sosial dalam dunia kerja 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi 
a. Menciptakan lulusan yang kompeten dan siap terjun ke dunia kerja yang 
sebenarnya 
b. Mencuptakan hubungan kerja yang positif antara Fakultas Ekonomi 
UNJ dengan LPP TVRI sebagai instansi tempat praktikan 
melaksanakan PKL 
c. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan di Fakultas Ekonomi UNJ 
untuk menghasilkan tenaga – tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan 
3. Bagi Lembaga Penyiaran Publik TVRI 
a. Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara Fakultas Ekonomi 
UNJ dengan LPP TVRI 
b. Membantu menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas 
c. Mendapatkan tenaga bantuan dalam proses pengerjaan yang belum 
terselesaikan 
 
D. Tempat PKL  
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada bidang perpajakan yang 
lebih berfokus pada pajak penghasilan, dalam hal ini tempat PKL praktikan 
yaitu; 
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Nama Perusahaan :LPP TVRI Kantor Pusat 
Alamat  :Jl. Gerbang Pemuda No.8 Gelora, Tanah Abang, 
Jakarta  Pusat 10270 
Telepon    :(021) 5732160 
Email     :humas@tvri.co.id  
 Alasan praktikan memilih LPP TVRI sebagai Tempat PKL 
anatara lain; 
1. Keinginan untuk memahami sistem keuangan pada perusahaan 
khsusnya Lembaga Penyiaran 
2. LPP TVRI merupakan Lembaga Penyiaran yang sudah lama 
beroperasi dan sangat berpengalaman 
3. Rasa ingin tahu dan ketertarikan untuk mempelajari sistem 
keuangan pada sebuah perusahaan besar 
 
E. Jadwal PKL 
 Praktikan Memulai Kegiatan PKL pada tanggal 11 Februari 2019 
sampai dengan 15 Maret 2019. Pelaksanaan PKL dilakukan setiap hari Senin 
sampai Jumat dengan jam kerja pukul 08.00 – 16.00 WIB, dan jam istirahat 
pukul 12.00 – 13.00 WIB. Pelaksanaan PKL tersebut dilakukan selama masa 
kerja kurang lebih dua puluh lima hari dari 11 Februari – 15 Maret 2019. 
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 Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut; 
1) Tahap Persiapan 
 Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai koperasi 
atau perusahaan yang ada di wilayah DKI Jakarta yang dapat menerima 
mahasiswa untuk melaksanakan PKL selama bulan Februari – Maret 
2019. Praktikan memutuskan untuk melaksanakan PKL di bagian 
keuangan suatu perusahaan karena berkeinginan untuk mencari 
pengalaman dan mengaplikasikan ilmu yg telar dipelajari. Setelah 
menemukan perusahaan yang sesuai, yaitu LPP TVRI, praktikan 
meminta surat pengantar di bagian akademik Fakultas Ekonomi untuk 
di berikan pada BAKH UNJ. Setelah mendapat persetujuan, praktikan 
mendapat surat pengantar PKL yang akan diajukan kepada LPP TVRI.  
 
2) Tahap Pelaksanaan  
 Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 25 hari kerja  yang 
dimulai pada tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 15  Maret 2019 
dengan 5 hari kerja setiap minggunya. Hari Senin – Jumat mulai pukul 
07:30 s.d 16:00WIB, Dan waktu istirahat untuk makan siang dan sholat 
Dzuhur yaitu pukul 12:00 s.d 13:00 WIB, sedangkan hari Jumat jam 
istirahat pukul 11:30 s.d 13:30 WIB. 
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3) Tahap Pelaporan  
 Penulisan laporan PKL dilakukan selama bulan April – Juni 
2019. Penulisan dimulai dengan merangkum beberapa sumber data 
yang diperoleh dari laporan harian kegiatan PKL. Selain itu diperlukan 
juga perncarian data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan 
PKL melalui kegiatan wawancara atau akses dari website resmi 
perusahaan untuk menyempurnakan data – data yang 
diperlukan.Kemudian data-data tersebut diolah dan dituangkan kedalam 
laporan kegiatan PKL. Hal ini dilakukan demi penyempurnaan (baik isi 
laporan maupun lampiran - lampiran yang diperlukan untuk mendukung 
kesempurnaan laporan). 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah LPP TVRI Jakarta Pusat 
 TVRI Nasional berdiri pada 24 Agustus 1962 (berdasarkan SK Menpen RI 
No.20/SK/VII/61) ditandai dengan siaran perdana Asian Games di Stadion Utama 
Gelanggang Olah Raga Bung Karno. Pada saat itu TVRI menyiarkan event-event Asian 
Games dengan menggunakan pemancar berkekuatan 10 kilo watt dengan nama Saluran 
5. TVRI merupakan bagian dari Biro dan Televisi organizing Comitte Asian Games 
IV. Artinya payung hukum status TVRI pada waktu itu berada pada naungan NOC. 
Asian games IV, bukan dibawah Departemen Penerangan. Status TVRI pada saat itu 
berbentuk yayasan TVRI yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Tahun 
1976 berubah status menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) dibawah Departemen 
Penerangan. Memasuki era Reformasi bersamaan dengan di likuidasinya Departemen 
Penerangan, melalui Keppres no.355/M/1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan 
Nasional dan mandulnya UU no 24 tahun 1997 tentang Undang-undang Penyiaran, 
maka status hukum TVRI “mengambang”.  
 PP No.36 tahun 2000 tentang Pendidikan Perusahaan Jawatan TVRI tanggal 7 
Juni 2000. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah no.36 tahun 2000 tentang Pendirian 
Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia. TVRI dengan PP ini memperoleh 
kejelasan status hukum yakni sebagai perusahaan jawatan yang menyelenggarakan 
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kegiatan penyiaran televisi sesuai dengan prinsip-prinsip televisi publik, independent, 
netral, mandiri dan program siarannya senantiasa berorientasi kepada kepentingan 
masyarakat serta tidak semata-mata mencari keutungan, dan menyelenggarakan 
kegiatan usaha jasa penyiaran publik dalam bidang informasi, pendidikan, dan hiburan 
serta usaha-usaha terkait lainnya yang dilakukan dengan standar yang tinggi.  
 Bulan Juni 2000, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2000 tentang 
perubahan status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), yang secara 
kelembagaan berada di bawah pembinaan dan bertanggung jawab kepada Departemen 
Keuangan RI.  
 Bulan Oktober 2001, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2001 
tentang pembinaan Perjan TVRI di bawah kantor Menteri Negara BUMN dan 
Departemen Keuangan RI untuk urusan organisasi dan keuangan.  
 Tanggal 17 April 2002, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2002, 
status TVRI diubah menjadi Perseroan terbatas (PT) TVRI di bawah pengawasan 
Departemen Keuangan RI dan Kantor Menteri Negara. 
 Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan stasiun televisi tertua di 
Indonesia dan satu-satunya televisi yang jangkauannya mencapai seluruh wilayah 
Indonesia dengan jumlah penonton sekitar 82 persen penduduk Indonesia. Saat ini 
TVRI memiliki 22 stasiun Daerah dan 1 stasiun Pusat dengan didukung oleh 395 
pemancar yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Karyawan TVRI berjumlah 
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6.823 orang diseluruh daerah Indonesia dan sekitar 2.000 orang diantaranya adalah 
karyawan Kantor Pusat dan TVRI Stasiun Pusat Jakarta. 
 TVRI bersiaran dengan menggunakan dua sistem yaitu VHF dan UHF, setelah 
selesainya dibangun stasiun pemancar Gunung Tela Bogor pada 18 Mei 2002 dengan 
kekuatan 80 Kw. Kota-kota yang telah menggunakan UHF yaitu Jakarta, Bandung dan 
Medan, selain beberapa kota kecil seperti di Kalimantan dan Jawa Timur. TVRI Pusat 
Jakarta setiap hari melakukan siaran selama 19 jam, mulai pukul 05.00 WIB hingga 
24.45 WIB dengan substansi acara bersifat informatif, edukatif dan entertain.TVRI 
juga memiliki Programa 2 Jakarta, pada saluran/chanel 8 VHF.  Programa 2 mulai 
mengudara pada 1 Januari 1983 dengan acara tunggal siaran Berita bahasa Inggris 
dengan nama Six Thirty Report selama setengah jam pukul 18.30 WIB, dibawah 
tanggung jawab bagian Pemberitaan.  
 Pada perkembangannya rubrik tersebut berubah nama menjadi English News 
Service (ENS). Programa 2 TVRI kini mengudara mulai pukul 17.30 - 21.00 WIB 
dengan berbagai jenis acara berita dan hiburan. Sekarang ini tengah dilakukan 
negosiasi dengan pihak swasta untuk bekerjasama dibidang manajemen produksi dan 
siaran programa 2 TVRI Jakarta dan sekitarnya, dengan adanya rencana perubahan 
frekuensi dari VHF ke UHF. Dibidang isi siaran akan lebih ditekankan kepada 
paketpaket jadi (can product) dengan materi siaran untuk konsumsi masyarakat 
metropolitan Jakarta.  
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 Dengan perubahan status TVRI dari Perusahaan Jawatan ke TV Publik sesuai 
undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, maka TVRI diberi masa 
transisi selama 3 tahun dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2002 
dimana disebutkan TVRI berbentuk PERSERO atau PT. Melalui PERSERO ini 
Pemerintah mengharapkan Direksi TVRI dapat melakukan pembenahan-pembenahan 
baik dibidang Manajemen, Struktur Organisasi, SDM dan Keuangan.  
 Sehubungan dengan itu Direksi TVRI tengah melakukan konsolidasi, melalui 
restrukturisasi, pembenahan dibidang Marketing dan Programing, mengingat sikap 
mental karyawan dan hampir semua acara TVRI masih mengacu pada status Perjan 
yang kurang memiliki nilai jual. Restrukturisasi bukan berarti adanya pengurangan 
sumber daya manusia atau penambahan modal, karena semua itu harus memenuhi 
kualifikasi yang diperlukan. Khusus mengenai karyawan, Direksi TVRI melalui 
restrukturisasi akan diketahui jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, 
berdasarkan kemampuan masing-masing individu karyawan untuk mengisi fungsi-
fungsi yang ada dalam struktur organisasi sesuai keahlian dan profesi masing-masing, 
dengan kualifikasi yang jelas.  
 Melalui restrukturisasi tersebut akan diketahui apakah untuk mengisi fungsi 
tersebut diatas dapat diketahui, dan apakah perlu dicari tenaga profesional dari luar 
atau dapat memanfaatkan sumber daya TVRI yang tersedia. Dalam bentuk PERSERO 
selama masa transisi ini, TVRI benar-benar diuji untuk belajar mandiri dengan 
menggali dana dari berbagai sumber antara lain dalam bentuk kerjasama dengan pihak 
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luar baik swasta maupun sesama BUMN serta meningkatkan profesionalisme 
karyawan. Dengan adanya masa transisi selama 3 tahun ini, diharapkan TVRI akan 
dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh undang-undang penyiaran yaitu sebagai 
TV publik dengan sasaran khalayak yang jelas. 
 VISI & MISI  
 TVRI mempunyai visi dan misi yang berbeda dari TV lain karena TVRI sebagai 
pelopor sebuah TV di Indonesia ini dan mempunyai ciri dan karakter tersendiri seperti 
yang di bawah ini : 
 VISI :  
“Terwujudnya TVRI sebagai media pilihan bangsa Indonesia dalam rangka turut 
mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memperkuat kesatuan nasional”. 
 MISI :  
1) Mengembangkan TVRI menjadi media perekat sosial untuk persatuan dan kesatuan 
bangsa sekaligus media control social yang dinamis. 
2) Mengembangkan TVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi yang utama.  
3) Memberdayakan TVRI menjadi pusat pembelajaran bangsa serta menyajikan 
hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah serta 
memperhatikan komunitas terabaikan.  
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4) Memberdayakan TVRI menjadi media untuk membangun citra bangsa dan negara 
Indonesia di dunia Internasional. 
 
 
 
 
 
 Secara simbolis bentuk logo TVRI menggambarkan layanan public yang 
informatif, komunikatif, elegan dan dinamis, dalam upaya mewujudkan visi dan misi 
sebagai TV public yaitu media yang memiliki fungsi kontrol dan perekat social untuk 
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 
 Bentuk lengkung yang berawal pada huruf T dan terakhir pada huruf I dari 
huruf TVRI membentuk huruf “P” yang mengandung 5 (lima) makna layanan 
informasi dan komunikasi menyeluruh yaitu : 
1) “P” sebagai huruf awal dari kata public yang berarti memberikan layanan informasi 
dan komunikasi kepada masyarakat dengan jangkauan nasional dalam upaya 
mencerdaskan kehidupan bangsa.  
2) “P” sebagai huruf awal dari kata perubahan yang berarti membawa perubahan ke 
arah yang lebih sempurna.  
Gambar II.1. Logo TVRI  
Sumber : http://www.tvri.go.id 
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3) “P” sebagai huruf awal dari kata perintis yang berarti merupakan perintis atu cikal 
bakal pertelevisian Indonesia.  
4) “P” sebagai huruf awal dari kata pemersatu yang berarti merupakan lembaga 
penyiaran public yang mempersatukan bangsa Indonesia yang tersebar di bumi 
nusantara yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau.  
5) “P” sebagai huruf awal dari kata pilihan yang berarti menjadi pilihan alternatif 
tontonan masyarakat Indonesia dari berbagai segmen dan lapisan masyarakat.  
 Bentuk elips dengan ekor yang runcing dan dinamis melambangkan komet 
yang bergerak cepat dan terarah serta makna gerakan perubahan yang cepat dan 
terencana menuju televisi public yang lebih sempurna.  
 Bentuk tipografi TVRI memberi makna elegan dan dinamis, siap 
mengantisipasi perubahan dan perkembangan jaman serta tuntutan masyarakat. Warna 
biru mempunyai makna elegan, jernih, cerdas, arif informatif dan komunikatif. 
Perubahan warna jingga ke warna merah melambangkan sinar atau cahaya yang 
membawa pencerahan untuk ikut bersama mencerdaskan kehidupan bangsa serta 
mempunyai makna Semangat dan dinamika perubahan menuju kearah yang lebih 
sempurna. 
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B. Struktur Organisasi  
 
 Sumber :  http://www.tvri.co.id/page/struktur-organisasi 
 Berikut ini penjelasan dari bentuk organisasi serta fungsi dan tugas dari setiap 
unit kerja di LPP TVRI Kantor Pusat :   
1. Direktur Utama  
 Tugas dan tanggung jawab Direktur utama Lembaga penyiaran publik  
televisi republik Indonesia antara lain :   
a. Memimpin, mengkoordinir, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan 
tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 
b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Kepala bagian, subbagian, Kepala seksi dan 
subkelompok jabatan fungsional 
Gambar II.2. Struktur Organisasi LPP TVRI Kantor Pusat 
16 
 
 
 
c. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta, dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik 
Indonesia  
d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia  
e. Memberikan keputusan tertinggi terhadap kerja sama antar luar perusahaan 
yang berpengaruh kepada kinerja dan internal seluruh bagian perusahaan 
f. Menandatangani dan mengesahkan semua surat-surat yang menyangkut 
kegiatan organisasi baik keluar maupun ke dalam. 
2. Direktur Program & Berita   
 Dalam bidang ini direktur program & berita mempunyai tanggung jawab : 
a. Mengkoordirnir segala pembuatan konten yang mencakup program 
yang akan disiarkan dan konten berita yang akan ditayangkan. 
b. Merencanakan acara maupun program yang telah mendapat 
pengesahan dari pihak direktur utama.  
c. Memimpin segala bentuk divisi atas program dan berita yang di 
siarkan di publik masyarakat  
d. Bertanggung jawab atas penciptaan konten maupun berita yang 
disiarkan dalam bentuk apapun di penyiaran. 
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3. Direktur Keuangan  
 Dalam bidang ini meliputi tugas dan tanggung jawab antara lain :  
a. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi 
keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang di butuhkan 
perusahaan secara akurat dan tepat waktu  
b. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan 
pembiayaan kewajiban pajak agar efiesien dan akurat 
c. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol Cash flow 
terutama pengelolaan piutang dan hutang  
d. Merencanakan dan mengkoordinasikan anggaran perusahaan  dan 
mengontrol penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. 
4. Direktur Teknik  
 Dalam bidang ini meliputi tugas dan tanggung jawab antara lain :  
a. Mengawasi seluruh pekerjaan teknis stasiun lembaga penyiaran publik 
yang menyangkut peralatan dan pelayanan yang dibutuhkan untuk 
siaran.   
b. Bertanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan pemancar 
alat TV agar terjaga dengan baik.   
c. Melakukan perencanaan dan pengelolaan fasilitas penyiaran stasiun 
TV dan alat-alat pendukung teknik penyiaran 
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5. Direktur Umum 
 Dalam bidang ini meliputi tugas dan tanggung jawab antara lain :  
a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan 
peralatan perlengkapan.  
b. Memimpin rapat umum dalam hal untuk memastikan pelaksanaan tata 
tertib keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara 
tepat dan mengalokasikan nya dengan baik. 
c. Menjalankan tanggung jawab sesuai dengan standar etika dan hukum 
 Berikut merupakan struktur lebih mendalam posisi tempat Praktikan 
melakukan PKL di sub bagian perpajakan :  
 
1. Kepala Bagian Akuntansi & Perpajakan  
 Dalam bidang ini meliputi tugas dan tanggung jawab antara lain :  
a) Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan Akuntansi Keuangan, Akuntansi 
manajemen dalam sistim informasi keuangan perusahaan. 
  
Gambar II.3. Struktur Organisasi Bagian Akuntansi & Perpajakan 
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b) Membentuk, menganalisis  dan menginterpretasikan data statistic maupun 
informasi keuangan sehingga dapat melakukan penilaian untuk perusahaan 
mengambil keputusan dan merekomendasikan kepada direktur.  
c) Mengkoordinasikan perencanaan perpajakan, sejalan dengan peraturan Dirjen 
Pajak dan juga peraturan perpajakan pemerintah mengenai penggajian, 
pengupahan.  
d) Mengkoordinasikan pemeriksaan tahunan dan persiapan tutup buku tahunan.  
2. Kepala sub bagian Akuntansi Keuangan  
 Dalam bidang ini meliputi tugas dan tanggung jawab antara lain :  
a) Melakukan pembinaan dalam melaksanakan tugas terhadap staff di subbagian 
akuntansi keuangan apabila ada permasalahan.  
b) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap tertibnya 
administrasi di sub. Bagian keuangan.  
c) Menyusun laporan pertanggung jawaban di sub bagian keuangan 
3. Kepala sub bagian Akuntansi Manajerial   
 Dalam bidang ini meliputi tugas dan tanggung jawab antara lain :  
a) Melakukan koordinasi untuk kepentingan internal manajemen perusahaan. 
b) Memberikan pengawasan terhadap laporan yang di tujukan untuk 
produksi,pemasaran dan juga keuangan.  
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c) Menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral, sehingga dapat 
digunakan oleh pihak internal maupun external perusahaan dalam mengambil 
keputusan. 
4. Kepala sub bagian Perpajakan  
 Dalam bidang ini meliputi tugas dan tanggung jawab antara lain :  
a) Memberi pengawasan terhadap sub bagian perpajakan dalam operasi kinerja   
b) Melakukan pelaporan kepada bendaharawan terkait keseluruhan perpajakan 
yang harus di bayar perusahaan  
c) Menyusun dan mengatur fungsi kerja pada sub bagian perpajakan dalam 
perusahaan.  
 
C. Kegiatan Umum  LPP TVRI 
 Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan 
hukum yang didirikan oleh Negara.  
 Peraturan Pemerintah RI No 13 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI 
adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat kontrol 
dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan 
masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  Adapun tugas yang di maksud menjelaskan Undang Undang Republik 
Indonesia Nomor 32 tahun 2002 adalah : 
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1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi masa mempunyai fungsi sebagai media 
informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial pada 
Lembaga Penyiaran Publik TVRI.  
2) Penyiaran yang di maksud yaitu penyiaran yang mempunyai fungsi ekonomi 
dan juga kebudayaan.  
3) Menyalurkan pendapat umum Masyarakat serta mendorong peran aktif 
masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan 
lingkungan hidup.  
4) Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, mewujudkan 
pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi.  
5) Menjadikan Lembaga Penyiaran Publik TVRI menjadi subtansi program acara 
yang bersifat informatif, edukatif, dan menghibur. 
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BAB III 
 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja  
 Praktikan melaksanakan PKL di kantor pusat LPP TVRI Jakarta Pusat. Di 
Kantor Pusat LPP TVRI ini terdapat banyak departemen, namun karena praktikan 
berasal dari jurusan pendidikan ekonomi jadi praktikan memilih untuk mengajukan 
PKL pada departemen keuangan. Di departemen keuangan ini dibagi menjadi beberapa 
divisi, dan praktikan melaksanakan PKL di salah satu divisi yaitu divisi akutansi dan 
perpajakan. Dan oleh kepala divisi, praktikan ditugasakan untuk membantu pada 
bagian perpajakan.  
 Untuk dapat menjalankan tugas Praktikan dibantu oleh seorang pegawai yang 
berugas pada bagiannya yaitu Ibu Dedeh M selaku Staff Sub Bagian Perpajakan. Dalam 
pelaksanannya, praktikan di posisikan pada bagian yang di bimbing langsung oleh satu 
orang pegawai yang memberi instruksi serta prosedur sehingga praktikan mampu 
menyelesaikan pekerjaan yang semestinya. Selama melaksanakan PKL, praktikan 
diperbolehkan menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti 
komputer, printer, scanner, alat fotocopy, alat tulis dan fasilitas lainnya yang membantu 
praktikan dalam mengerjakan tugas. 
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 Adapun cakupan tugas yang diberikan kepada praktikan selama menjalani PKL 
adalah sebagai berikut; 
1. Membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Bukti Potong PPh Pasal 23 
Menggunakan e-SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 
2. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pada e-SPT PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 
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B. Pelaksanaan Kerja  
 Pada pelaksanaan kerja praktikan harus memahami prosedur yang diterapkan 
dan memahami dokumen yang akan digunakan selama praktik kerja lapangan. 
Praktikan dituntut untuk kompeten dan teliti dalam menyelesaikan pekerjaan yang 
diberikan. 
 Pada awal masa kerja, praktikan di briefing terlebih dahulu oleh salah satu 
pegawai LPP TVRI. Setelah itu praktikan dijelaskan mengenai tata tertib dan peraturan 
yang harus dipatuhi selama masa praktik kerja lapangan. 
 Adapun penjelasan lebih detail terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
praktikan adalah sebagai berikut : 
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1. Membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Bukti Potong PPh Pasal 
23 Menggunakan e-SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 
 Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan 
objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. (Undang-Undang No. 28 tahun 2007). Fungsi Surat 
Pemberitahuan bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk 
melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang (Susan , 2013). 
 Waluyo (dalam Akerina, 2017) Menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 
adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, 
penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 
21.  
 Pembayaran dari PPh Pasal 23 dilakukan oleh pemotong dengan cara membuat 
ID billing, kemudian pihak pemotong membayarnya lewat Bank Persepsi (teller bank, 
ATM, fitur bayar pajak online di OnlinePajak, dan lainnya) yang sudah disetujui oleh 
Kementerian Keuangan. Jatuh tempo untuk pembayaran yakni tanggal 10, satu bulan 
sesudah bulan terutang pajak penghasilan 23. Sebagai tanda bukti bahwa PPh Pasal 23 
sudah dipotong, pihak pemotong diharuskan untuk memberikan bukti potong rangkap 
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ke-1 yang telah dilengkapi ke pihak yang dikenakan pajak tersebut serta bukti potong 
rangkap ke-2 ketika melakukan efiling pajak PPh 23. 
 Dalam hal ini, Praktikan ditugaskan untuk memasukkan atau menginput bukti 
potong rangkap ke-2 kedalam e-SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Adapun 
langkah – langkahnya sebagai berikut : 
 Pertama, Praktikan diberikan berkas transaksi yang berisikan kwitansi, faktur, 
dan termasuk juga bukti potong PPh 23. Yang Praktikan butuhkan disini hanyalah bukti 
potong untuk di input ke dalam e-SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 
 Kedua, Praktikan membuka aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 
26 dan klik SPT PPh, lalu klik Bukti Potong PPh Pasal 23  
  
  
 
 Ketiga, Praktikan membuat bukti potong sesuai dengan transaksinya. Praktikan 
mengisi nomor bukti potong, tanggal, NPWP, nama dan alamat wajib pajak sesuai 
dengan berkas yang sebelumnya telah diberikan kepada Praktikan. 
Gambar III.1.  Aplikasi e-SPT PPh 23 dan/atau 26 
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 Keempat, Praktikan merekap transaksi atau bukti potong yang sudah di input 
di Microsoft Excel  
2. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) Pada e-SPT PPh Pasal 23 dan/atau 
Pasal 26 
 Resmi (dalam Haryanto, 2014) Surat Setoran Pajak adalah “Surat yang oleh 
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 
terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran”. 
 Dalam hal ini Praktikan ditugaskan untuk menginput Surat Setoran Pajak (SSP) 
menggunakan e-SPT PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Adapun langkah – langkahnya 
sebagai berikut : 
Gambar III.2  Bukti Potong Pajak PPh Pasal 23 
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 Pertama, Praktikan diberikan berkas berupa tanda terima dari bank yang 
didalamnya terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diperlukan 
untuk menginput SSP kedalam e-SPT PPh Pasal 23. 
 Kedua, Praktikan membuka aplikasi e-SPT, membuka SPT sesuai masa pajak 
yang telah dibuat sebelumnya. 
 Ketiga, Praktikan mulai mengisi SSP sesuai dengan tanda terima yang telah 
diberikan mulai dari kode MAP, Kode Jenis Setoran, NTPN, Jumlah Pembayaran dan 
Tanggal Setor. Untuk kode MAP PPh Pasal 23 adalah 411124 sementara untuk kode 
jenis setoran dibedakan menjadi dua, yaitu 100 untuk transaksi jasa, dan 104 untuk 
transaksi sewa. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.3  Surat Setoran Pajak 
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C. Kendala Yang Dihadapi 
 Pada saat melaksanakan PKL, praktikan mengalami beberapa kendala, 
diantaranya; 
a. Kurangnya perangkat komputer yang tersedia, sementara praktikan 
memerlukan data dan beberapa aplikasi yang hanya terdapat pada 
komputer kantor. 
b. Minimnya pengetahuan praktikan terkait proses perpajakan 
menggunakan aplikasi komputer. 
c. Sering terjadi kwitansi atau faktur yang tidak lengkap, sehingga 
menyulitkan praktikan untuk menginput data ke aplikasi. 
D. Cara Mengatasi Kendala  
a. Praktikan membawa laptop sendiri dan memindahkan semua data yang 
tersedia di komputer kantor serta meng-install beberapa aplikasi yang 
diperlukan 
b. Praktikan mempelajari secara perlahan dibantu oleh mentor/pegawai 
LPP TVRI 
c. Pada saat menerima kwitansi dan faktur, Praktikan memeriksa 
kelengkapan data yang dibutuhkan agar tidak menyulitkan pada saat 
input. 
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E. Analisis SWOT  
 Analisis SWOT merupakan metode analisis dalam perencanaan strategis untuk 
mengetahui keuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan 
ancaman (threat). Berikut adalah analisis SWOT dari LPP TVRI Jakarta Pusat. 
a Strenght 
• SDM yang berpengalaman di bidang broadcasting  
• Pemasaran siaran sangat luas  
• Dukungan penuh dari Top- Level Management  
• Memiliki 2 sistem pemancar, yaitu UHF dan VHF  
• Fokus pada penyiaran publik  
• Tidak komersil, independen 
b Weakness 
• Sistem manajemen penyiaran kurang profesional  
• Jumlah SDM sedikit  
• Banyak peralatan yang sudah berumur  
• Bahan baku peralatan masih impor  
• Gambar dari sistem pemancar UHF masih kurang bagus diterima 
masyarakat 
c Opportunity 
• Adanya RUU penyiaran yang baru  
• Mendapat dukungan dari pemerintah  
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• Adanya sudsidi dana dari pemerintah  
• Minat masyarakat yang besar tentang informasi pada media elektronik  
• Minat masyarakat yang masih tinggi untuk tampil di TVRI 
d Threat 
• Banyak TV swasta yang bermunculan  
• Kurangnya minat masayarakat pada acara TVRI  
• Dampak dari krisis ekonomi, pemerintah tidak memberi dana secara penuh  
• Adanya usaha merekrut karyawan berprestasi oleh perusahaan pesaing 
• Adanya produk pengganti (media cetak, internet) 
 
 Berdasarkan analisis SWOT dari LPP TVRI, Praktikan memiliki beberapa 
rekomendasi strategi untuk LPP TVRI agar lebih baik lagi kedepannya. 
 a.  Strategi SO (Strength Opportunity) 
 Strategi pengembangan pasar, artinya lebih fokus pada penyiaran untuk 
pendidikan bagi masyarakat secara lebih luas dan detail.  
 Strategi pengembangan acara, artinya TVRI akan menambah variasi 
acara (program acara baru) yang menarik. 
b.  Strategi ST (Strenght Threat) 
 Strategi stabilitas pekerja, artinya merekrut atau mempertahankan 
karyawan yang professional dibidang bradcasting. 
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c.  Strategi WO (Weakness Opportunity) 
 Strategi perbaikan pemancaran penyiaran, artinya adanya perbaikan 
pemancar siaran pada daerah-daerah terpencil, karena masih tingginya 
minat masyarakat akan informasi. 
 d.  Strategi WT (Weakness Threat) 
 Strategi divestasi, artinya adanya penghematan untuk pengeluaran yang 
tidak penting. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan  
 Setelah melaksanakan PKL pada LPP TVRI, Praktikan dapat menarik 
kesimpulan bahwa: 
1.  Praktikan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang di dapat dari materi 
perkuliahan saat  melaksanakan Praktik Kerja Lapangan  
2. Praktikan memahami proses pemotongan pajak pada perusahaan besar, baik itu 
pajak pengahsilan pribadi (PPh 21) yang dikenakan pada para pegawai LPP 
TVRI ataupun pajak penghasilan badan (PPh 23) yang dikenakan pada 
perusahaan atau badan usaha yang bekerjasama dengan LPP TVRI 
3. Praktikan mampu mengoperasikan aplikasi e-SPT PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 
26 dan mengerti alur pengerjaannya dari pembuatan Masa Pajak hingga 
mencetak Surat Setoran Pajak. 
4. Praktikan mendapatkan pengalaman yang sangat bermanfaat terkait dunia 
pekerjaan yang sesungguhnya  
 
 
33 
 
 
 
5. Selain pengetahuan dan pengalaman tentang bekerja bertambah, Praktikan pun 
dapat melatih sikap, mental serta etika yang perlu dimiliki saat bekerja nanti. 
Serta selalu membangun dan menjaga hubungan baik sengan seluruh pegawai 
pada bagian keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 
B. Saran – Saran 
 Setelah mengetahui secara langsung kegiatan yang di lakukan oleh para 
karyawan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, maka Praktikan 
ingin memberikan beberapa saran dan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat 
untuk pihak LPP TVRI, Universitas Negeri Jakarta, dan para mahasiswa yang akan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Berikut adalah beberapa saran dan masukan 
dari praktikan. 
 Bagi Mahasiswa  
1. Persiapkan hal – hal yang diperlukan untuk PKL sejak jauh – jauh hari agar 
lebih siap dan matang 
2. Sebelum pelaksanaan PKL dimulai, sebaiknya mahasiswa sudah mengetahui 
bidang kerja yang akan ditempuh selama praktik kerja lapangan agar tidak 
bingung ketika pelaksanaan nantinya 
3. Melatih kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar, karena komunikasi 
merupakan aspek penting dalam melakukan PKL, 
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4. Selalu melatih dan mengembangkan interpersonal skill dalam diri masing –
masing, karena kemampuan ini sangat diperlukan dalam berinteraksi dengan 
setiap pihak di dunia kerja 
5. Cari koneksi untuk mempermudah dalam mendapatkan tempat PKL. 
 
Bagi Universitas 
1. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai instansi, lembaga, maupun 
perusahaan yang berpotensi mengembangkan pengetahuan dan wawasan 
mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, khususnya 
pada tahap persiapan Praktik Kerja Lapangan, 
3. Lebih memberikan arahan kepada mahasiswanya mengenai syarat – syarat yang 
harus mereka penuhi selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung. 
 
 Bagi Perusahaan: 
1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para mahasiswa dengan berbagai 
bidang keahlian untuk dapat PKL ditempat tersebut 
2. Terus meningkatkan kedisplinan terhadap para pegawai yang bekerja di 
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia agar dapat 
mempertahankan kinerja yang baik sehingga membantu menumbuhkan tingkat 
perusahaan 
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3. Diharapkan agar pihak perusahaan menyiapkan fasilitas kerja kepada 
mahasiswa yang akan melaksanakan PKL terutama meja kerja dan komputer 
agar dapat memudahkan pekerjaan praktikan. 
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Lampiran 1  
Log Harian  
No. Hari, Tanggal Waktu Kegiatan 
1 Senin, 11 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Perkenalan dengan seluruh 
karyawan Sub Bagian 
Perpajakan 
2. Pengarahan dari Kepala 
Sub Bagian Perpajakan 
3. Pengarahan mengenai tata 
cara pengoperasian e-SPT   
2 Selasa, 12 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Mempelajari berkas – 
berkas yang berisi kwitansi, 
faktur, dan bukti potong 
2. Mempelajari tata cara 
membuat SPT dan Bukti 
Potong 
3 Rabu, 13 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
 
4 Kamis, 14 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
 
5 Jumat, 15 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
 
6 Senin,  18 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
 
7 Selasa, 19 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
2. Membantu Penomoran 
Bukti Potong PPh Pasal 21 
 
8 Rabu, 20 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
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9 Kamis, 21 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
 
10 Jumat, 22 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
11 Senin, 25 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
12 Selasa, 26 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
2. Mempelajari cara mengisi 
SSP 
3. Mengisi SSP pada e-SPT 
PPh Pasal 23 
13 Rabu, 27 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Mengisi SSP pada e-SPT 
PPh Pasal 23 
14 Kamis, 28 Februari 
2019 
08.00 – 16.00 1. Mengisi SSP pada e-SPT 
PPh Pasal 23 
15 Jumat, 1 Maret 
2019 
08.00 – 16.00 1. Mengisi SSP pada e-SPT 
PPh Pasal 23 
16 Senin, 4 Maret 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
 
17 Selasa, 5 Maret 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
 
18 Rabu, 6 Maret 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
 
19 Jumat, 8 Maret 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
 
20 Senin, 11 Maret 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
2. Mengisi SSP pada e-SPT 
PPh Pasal 23 
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21 Selasa, 12 Maret 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
2. Mengisi SSP pada e-SPT 
PPh Pasal 23 
3. Melakukan Rekapitulasi 
SSP yang telah diinput 
 
 
22 Rabu, 13 Maret 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
2. Mengisi SSP pada e-SPT 
PPh Pasal 23 
23 Kamis, 14 Maret 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
2. Mengisi SSP pada e-SPT 
PPh Pasal 23 
24 Jumat, 15 Maret 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
2. Mengisi SSP pada e-SPT 
PPh Pasal 23 
25 Senin, 18 Maret 
2019 
08.00 – 16.00 1. Membuat SPT dan Bukti 
Potong PPh Pasal 23 
2. Mengisi SSP pada e-SPT 
PPh Pasal 23 
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Lampiran 2 
Surat Permohonan Izin PKL
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Lampiran 3  
Surat Keterangan PKL Perusahaan 
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Lampiran 4 
Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5 
Lembar Penilaian 
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Lampiran 6 
Bukti Potong PPh Pasal 23 Pada e-SPT 
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Lampiran 7 
Surat Serotan Pajak Pada e-SPT  
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Lampiran 8 
Aplikasi e-SPT PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
Lampiran 9 
Lembar Konsultasi 
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Lampiran 10  
Lembar Perbaikan 
 
